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Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di

Bengkulu, pihak-pihak di bawah ini:

I. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I

I1. Dr. Widia Yunita, M.Pd

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang berkedudukan
di 1. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Kec.
Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu
39119, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

Direktur AHF Indonesia Publishing dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama AHF Indonesia
Publishing, vyang berkedudukan di Jl. Duyung,
Pekanbaru, RT 002, RW 001, Tangkerang Barat,
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28124, yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan

secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu

menerangkan hal-hal berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi negeri berbentuk institut di bawah
naungan Kementerian Agama RI yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan
Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

bahwa PIHAK KEDUA merupakan perseroan perorangan yang bergerak dibidang Penerbitan Surat

Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah dengan AHU-A098657.AH.01.30.Tahun 2026 yang
mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
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Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini
berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota
Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK
demi kemajuan bersama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:
Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan;
Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian [lmiah, Seminar, dan Lokakarya;
Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

M

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1)  Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota
Kesepahaman ini; dan

(2)  Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan
dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber
daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota
Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan
kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;

(2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara
bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama
yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak
ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama maka Nota Kesepahaman ini akan batal
dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi;

(3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu
pembuatan Perjanjian Kerjasama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam)
bulan berikutnya yang dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan
sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini;

(4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang
bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat
diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir; dan

(5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena
permintaan tertulis maupun karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak
menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
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PASAL 5
PENDANAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota
Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani
oleh PARA PIHAK.
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PASAL 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk
kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini;

Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK Ilainnya tanpa
persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh
PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk
mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah,
blockade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang
perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada
kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat
dari Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan
disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure
tersebut.

PASAL 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur
kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam addendum Perjanjian
Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;
Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini,
PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara
musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

PENUTUP
Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi
cap dinas PARA PIHAK, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.
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PIHAK KEDUA

AHF INDONESIA PUBLISHING

DIREKTUR,

Dr. Widia Yunita, M.Pd
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP
REKTOR,

Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
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